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ABSTRAK 

 

Pemotongan sapi betina produktif di Kota Pekanbaru merupakan suatu 

pelanggaran terhadap Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2018 

Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Retribusi Rumah 

Potong Hewan Di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.  Ternak sapi betina 

produktif dilarang disembelih karena merupakan penghasil ternak yang baik, 

kecuali untuk keperluan penelitian, pemuliaan atau keperluan pengendalian dan 

penanggulangan penyakit hewan. Namun hal tersebut ingin dilihat pada 

kenyataannya yang terjadi pada RPH Kota Pekanbaru, apakah pelarangan 

pemotongan sapi betina produktif telah terimplementasi atau terlaksanakan 

dengan baik, di RPH maupun pada pemahaman masyarakat. Ada beberapa alasan 

yang dapat melatarbelakangi pemotongan sapi betina produktif diantaranya adalah 

sapi betina lebih murah dibandingkan dengan sapi jantan dan permintaan pasar 

yang cukup tinggi, terlebih pada kota-kota besar seperti halnya kota pekanbaru. 

Kota ini merupakan salah satu sentra ekonomi terbesar di Pulau Sumatra dan 

termasuk sebagai kota yang tingkat pertumbuhan penduduknya cukup tinggi yang 

meningkat tiap tahunnya, tergambar dari jumlah penduduk pada tahun 2016 

mencapai 1.046.566 jiwa hingga 2017 sebesar 1.091.088. Bertambahnya 

penduduk maka kebutuhan pokok masyarakatpun akan meningkat, seperti 

kebutuhan pada konsumsi daging sapi sepanjang tahun 2017 tercatat sebesar 

2.256.566 kg. Pihak RPH pun telah mensosialisasikan mengenai pelarangan 

tersebut namun pada kenyataanya tetap dapat terjadi pemalsuan syarta bolehnya 

sapi betina produktif dipotong.  

Penelitian ini bertujuan untuk melihat penerapan Peraturan Daerah Kota 

Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2018 Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 

Tahun 2012 Tentang Retribusi Rumah Potong Hewan Di Kecamatan Tampan 

Kota Pekanbaru ayat 10 tentang pelaksanaan pelarangan pemotongan sapi betina 

produktif dan apa penyebab sehingga masih dilakukan pemotongan sapi betina 

produktif di RPH Kota Pekanbaru dari perspektif pihak RPH.  

Pada penulisan skripsi ini, penulis menggunakan jenis penelitian sosialis 

dan menggunakan sumber data primer dan sekunder dengan menggunakan 

analisis kualitatif deskriptif. 

Berdasarkan hasil pengumpulan data yang dilakukan secara Wawancara, 

diketahui bahwa Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2018 

Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Retribusi Rumah 

Potong Hewan Di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru cukup terlaksana di RPH 

kota Pekanbaru yaitu terdapat 582 ekor pemotongan sapi betina produktif pada 

tahun 2017 sementara pada tahun 2018 pemotongan sapi betina produktif 

berjumblah 112 ekor, dan pada tahun 2017 ada 15 ekor penolakan pihak RPH 

terhadap pemotongan sapi betina produktif sementara pada tahun 2018 hanya 5 

ekor penolakan hal ini berarti masyrakat terutama pemilik ternak sapi sudah 

menyadari akan peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah begitu juga 

dengan pihak RPH yang berusaha melaksanakan peraturan pemerintah dengan 

baik dan benar. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Rumah potong hewan di Pekanbaru terletak di KecamatanTampan dengan 

jarak 4 Km dari jalan raya Pekanbaru-Bangkinang. Luas areakompleks Rumah 

potong Hewan mencapai 4,5 Ha, dengan kapasistas pemotonganbaru mencapai 

30-40 ekor/malam. pembagunan rumahpotong hewan (RPH) Kota Pekanbaru 

cukup strategis karena lokasi bangunan RPHdengan mempertimbangkan bentuk 

topografi yaitu berada dekat dengan pasar sehingga pendistribusian daging sapi 

menjadi mudah dan cepat, dengan prioritas bangunan induk/ utama rumah potong 

hewan(RPH) berada pada lahan yang memilki tingkat keamanan yang tinggi 

kondisitopografi yang ideal dapat mempermudah seperti pengaliran air bersih, 

pengaliran airhujan, pengaliran air kotor atau limbah pemotongan dan hal lain-

lainnya yangmenyangkut pada kelancaran aliran air karena tidak akan 

membutuhkan biaya yangrelative besar. 

Rumah Potong Hewan (RPH) adalah suatu bangunan atau kompleks 

bangunan dengan desain dan syarat tertentu yang digunakan sebagai tempat 

memotong hewan bagi konsumsi masyarakat umum (Peraturan Menteri RI 

No.13/Permentan /OT.140/1/2010).
1
Rumah Potong Hewan (RPH) hampir ada 

disetiap daerahnya. Rumah potong hewan (RPH) Kota Pekanbaru merupakan 

salah satu tempat pemotongan ternak yang sistem pengolahannya berada langsung 

                                                             
1
Debi Sartono, Studi Evaluatif Prosedur Penyembelihan Sapi Di Rumah Pemotongan 

Hewan Kota Pekanbaru, Skripsi Fakultas Pertanian dan Peternakan, (Pekanbaru: Fakultas 

Pertanian dan Peternakan, 2011),h.18 
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dibawah dinas Pertanian Kota Pekanbaru. Rumah Pemotongan Hewan merupakan 

salah satu unit usaha yang sangat penting dalam menjaga kehalalan pangan yang 

beredar dimasyarakat. Pemotongan ternak dilakukan pukul 01.00-04.00 WIB. 

Peningkatan jumlah pemotongan terjadi pada waktu atau bulan-bulan tertentu 

yakni hampir mencapai 70 ekor permalam.  

Rumah Pemotongan Hewan harus memiliki peraturan untuk semua 

karyawandan pengunjung agar pelaksanaan sanitasi dan higiene rumah 

pemotongan hewan danhigiene produk tetap terjaga baik. Setiap karyawan harus 

sehat dan diperiksakesehatannya secara rutin minimal satu kali dalam setahun. 

Setiap karyawan harusmendapat pelatihan yang berkesinambungan tentang 

higiene dan mutu. Daerah kotoratau daerah bersih hanya diperkenankan dimasuki 

oleh karyawan yang bekerja dimasing-masing tempat tersebut, dokter hewan dan 

petugas pemeriksa yangberwenang yang sesuai dengan Standar Nasional 

Indonesia (SNI 01 - 6159 – 1999).
2
Rumah Potong Hewan (RPH) Kota Pekanbaru 

Digolongkan Tipe C. Yaitu usahaPemotongan Yang Mencakup Penyediaan 

Daging Untuk Kota dan kabupaten dalamPrvinsi Riau. 

Wulandari dan Maheswari pada tahun 2007 dalam penelitiannya  

mengungkapkan bahwa mutu pangan yang bernilai gizi seperti produk ternak, 

merupakan salah satu kebutuhan konsumen yang harus dipenuhi produsen untuk 

menerapkan sistem jaminan mutu yang dapat menjamin keamanan dan mutu 

produk hasil ternak dan produk olahannya.
3
 Dalam hal ini yang perlu mendapat 

perhatian khusus adalah jenis sapi yang dipotong seperti sapi betina. Sapi betina 

                                                             
2
Debi Sartono, Op.cit, h. 17  

3
Wulandari dan Maheswari, Prinsip- Prinsip dan Penyusunan Rancangan HACCP, (Bogor: 

Diktat Institut Pertanian Bogor, 2007),h.10 
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produktif merupakan sapi yang melahirkan kurang dari 5 (lima) kali atau berumur 

dibawah 8 (delapan) tahun.
4
 Pemotongan sapi betina merupakan hal yang sangat 

memprihatinkan didalam sektor peternakan khususnya peternakan sapi potong, 

dimana sapi betina merupakan asset yang seharusnya dijaga agar dapat tetap 

bereproduksi sehingga mencukupi kebutuhan pangan hewani di Indonesia. 

Populasi sapi di Indonesia mengalami fluktuasi akibat kenaikan tingkat 

pemotongan tanpa diimbangi kenaikan kelahiran. Berbagai usaha telah dilakukan 

pemerintah untuk mengendalikan laju penurunan populasi sapi tanpa mengurangi 

pengadaan daging bagi, misalnya meningkatkan kelahiran melalui program 

inseminasi buatan, menekan tingkat kematian dengan penekanan masuknya 

penyakit dan usaha pengendalian pemotongan sapi betina produktif.
5
 

Pemotongan sapi betina produktif menjadi permasalahan pelik dalam 

upaya  percepatan peningkatan populasi sapi/kerbau di Indonesia. Angka  

pemotongan sapi betina produktif tiap tahun cukup tinggi. Berdasarkan 

pemantauan direktorat Jenderal Peternakan, Pemotongan sapi betina produktif 

secara nasional pada tahun 2017 mencapai 23.078 ekor.
6
Apabila sapi betina 

produktif dibiarkandipotong mengakibatkan pengadaan ternak sapipotong 

semakin berkurang. Selain itu karenasuplai sapi potong menurun, maka harga 

dagingsapi akan meningkat dan merangsang petanipeternak untuk menjual 

ternaknya lebih cepat.Hal ini akan menyebabkan kelestarian ternaksapi terancam 

                                                             
4
Dinas Pertanian dan Pangan, Larangan Pemotongan Sapi Betina Prokduktif, (Magelang. 

Indonesia, 2013) 
5
Anonimus, Sapi Potong dan Kerja, (Yogyakarta:Kanisius, 1990),h. 56 

6
Ibid, h. 76 
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punah.
7
 Pemotongan sapi betina produktif dapat dilakukan jika hanya untuk 

keperluan yang bertujuan untuk penelitian, pemuliaan dan pengendalian dan 

penanggulangan penyakit, namun yang terjadi dilapangan bahwa pemotongan sapi 

betina produktif bukan didasarkan akan hal tersebut tetapi dengan dasar ekonomi. 

Pemotongan sapi betina produktif yang terus menerus dilakukan dapat 

mengindikasikan penurunan populasi sapi potong. Pemotongan sapi betina 

produktif merupakan suatu pelanggaran terhadap Undang-Undang Dasar dimana 

Dasar Hukum Larangan Penyembelihan Sapi/Kerbau Betina Produktif adalah 

Undang-Undang Dasar No 41 Tahun 2014 dan pemerintah juga mengeluarkan 

lanjutan peraturan tersebut dalam instruksi bersama Menteri Dalam Negeri dan 

Menteri Pertanian Republik Indonesia tahun 1979 No.05/ins/3/1992 tentang 

peraturan pencegahan dan pelarangan pemotongan ternak sapi/kerbau betina 

bunting dan atau sapi/kerbau betina bibit.
8
 Untuk mencegah pemotongan sapi 

betina produktif harus dilakukan dengan berbagai pendekatan baik yang bersifat 

teknis ekonomis maupun sosial budaya serta mengeluarkan peraturan-peraturan 

daerah seperti di Kota Pekanbaru.  

Kota Pekanbaru merupakan kota terbesar di Provinsi Riau. Kota ini 

merupakan salah satu sentra ekonomi terbesar di Pulau Sumatra dan termasuk 

sebagai kota yang tingkat pertumbuhan penduduknya cukup tinggi yang 

meningkat tiap tahunnya, tergambar dari jumlah penduduk pada tahun 2016 

                                                             
7
Harmadji, S. Gamblong dan M.C. Gatot, Pengendalian Pemotongan Sapi Betina Umur 

Produktif dan Permasalahannya, (Bogor : Kertas KerjaSeminar Penelitian Peternakan, 1981) 
8
Anonimus, Kebijakan Operasional Pembangunan Peternakan Dalam Pelita V,(jakarta: 

Dirjen Peternakan, 1989) 
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mencapai 1.046.566 jiwa hingga 2017 sebesar 1.091.088.
9
 Bertambahnya 

penduduk maka kebutuhan pokok masyarakatpun akan meningkat, seperti 

kebutuhan pada konsumsi daging sapi sepanjag tahun 2017 tercatat sebesar 

2.256.566 kg,
10

 begitu pula dengan banyaknya usaha rumah makan yang 

menyajikan makanan berbahan dasar daging sapi serta dengan bermacam-macam 

olahan daging sapi, sehingga sapi yang dikonsumsi haruslah sudah diperiksa 

dengan baik dan benar. Untuk mendapatkan hewan potong yang baik diperlukan 

tempat khusus yang disebut rumah potong hewan, maka dari itu kota Pekanbaru 

harus memiliki rumah potong hewan.  

Peraturan-Peraturan daerah dalam rangka penyelamatan sapi betina 

produktif dapat dilakukan melalui pendekatan-pendekatan yang berbentuk 

sosialisasi mengenai isi dari aturan-aturan yang mencakup masalah hukum 

mengenai pemotongan sapi betina produktif pada RPH yang ada di masing-

masing daerah agar dapat terimplementasikan dengan baik. Kota Pekanbaru 

berdasrkan peraturan daerah Nomor 8 Tahun 2018 perubahan atas peraturan 

daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2012 yang menjelaskan mengenai 

pelaksanaan pelarangan pemotongan sapi betina produktif di Rumah Potong 

Hewan (RPH) tentang retribusi RPH di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.  

Peraturan daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2012 yang menjelaskan 

mengenai pelarangan pemotongan sapi betina produktif yait pada pasal 10 ayat 1 

menyatakan apabila dalam pemeriksaan dimaksud dalam pasal 9 ayat (3), ternyata 

hewan tersebut menderita sakit atau dalam keadaan bunting dan atau masih 

                                                             
9
Badan Pusat Statistik, Riau Dalam Angka 2018, (Provinsi Riau, 2017), h. 104 

10
Ibid, h. 268 
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produktif, petugas ahli harus menolak hewan tersebut untuk dipotong. Peraturan 

ini sangat jelas dan tegas mengenai pelarangan pemotongan sapi betina produktif. 

Peraturan pemerintah yang diberlakukan jelas telah dipertimbangkan dalam segala 

aspek terkhusus pada perkembangbiakan hewan ternak, sehingga populasi hewan 

tidak berhenti. Peraturan daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2012 memuat 

penjelasan dan rincian mengenai retribusi RPH yang harus diberlakukan oleh 

pihak-pihak RPH. Peraturan daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2012 

mengalami perubahan pada peraturan daerah Nomor 8 Tahun 2018, yang 

menyatakan perubahan atas peraturan daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 tahun 

2012 Tentang Retribusi Rumah Potong Hewan. Perubahan ini tidak pada bunyi 

atau isimengenai masalah pelarangan pemotongan hewan betina produktif, namun 

pada penambahan ketentuan retribusi yang diatur kembali sesuai dengan 

kebutuhan yang berlaku.
11

 

 Rasminati dkk pada tahun 2009, telah membahas mengenai pemotongan 

sapi betina produktif di RPH, dalam judulnya Pemotongan Sapi Betina Produktif 

di Rumah Potong Hewan di Daerah Istimewa Yogyakarta.
12

 Dari kenyataannya 

fenomena pemotongan sapi betina masih banyak terjadi di RPH-RPH berbagai 

daerah, seperti salah satunya didaerah Provinsi Riau yaitu daerah Rohul. 

Mayoritas masyarakat peternak sapi di daerah Rohul masih melakukan 

pemotongan sapi betina dengan berbagai alasan seperti belum mengetahui adanya 

peraturan pemerintah yang mengatur mengenai pelarangan pemotongan sapi 

betina produktif. Hal ini akan dilihat pada daerah perkotaan seperti di Pekanbaru, 

                                                             
11

 Peraturan Daerah Kota Pekanbaru, (Pemerintah Kota Pekanbaru: 2018) 
12

Rasminati, Utomo dan Riadi, Pemotongan Sapi Betina Produktif di Rumah Potong 

Hewan di Daerah Istimewa Yogyakarta, (Yogyakarta:Sains Peternakan, 2009), Vol.7 (1), h. 20-24 
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dari pengamtan yang telah banyak dilakukan ternyata mayoritas RPH di perkotaan 

pun masih sedikit banyaknya masih melakukan pemotongan sapi betina produktif, 

sehingga hal ini haruslah dilakukan penelitian lebih lanjut. 

Berdasarkan penelitian sebelumnya dan fenomena yang terjadi, penulis 

tertarik untuk membahas mengenai pengimplementasian peraturan daerah 

mengenai pemotongan sapi dengan judul “Pelarangan Pemotongan Sapi Betina 

Produktif Di Rumah Potong Hewan Berdasarkan Peraturan Daerah Kota 

Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2018 Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 

5 Tahun 2012 Pasal 10  Tentang Retribusi Rumah Potong Hewan Di 

Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru ”. 

 

B. Batasan Masalah 

Agar pembahasan pada penelitian ini lebih terarah dan tidak terlalu luas 

serta lebih mudah untuk dipahami, maka penulis membatasi permasalahan pada 

penelitian ini yaitu Pelaksanaan Pelarangan Pemotongan Sapi Betina Produktif Di 

RPH Tampan Kota Pekanbaru. 

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis paparkan diatas, yang 

menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini diantaranya sebagai berikut:  

1. Bagaimana Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 

2018 perubahan atas peraturan daerah Nomor 5 Tahun 2012 Pasal 10 tentang 

pelarangan pemotongan sapi betina produktif di RPH Tampan Kota Pekanbaru 

2. Apa dampak pemotongan sapi betina produktif di RPH Tampan Kota 

Pekanbaru ? 
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D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian  

Tujuan penelitian merupakan jawaban yang ingin dicari dari rumusan 

masalah yang terdapat pada suatu penelitian.
13

 Adapun tujuan dari penelitian 

ini adalah: 

a. Untuk mengetahui teknis Pelaksanaa Peraturan Daerah Kota Pekanbaru 

Nomor 8 Tahun 2018 perubahan atas peraturan daerah  Nomor 5 Tahun 

2012 Pasal 10 tentang pelaksanaan pelarangan pemotongan sapi betina 

produktif di RPH Kota Pekanbaru ? 

b. Untuk mengetahui penyebab yang melatarbelakangi pemotongan sapi 

betina produktif di RPH Kota Pekanbaru ? 

2. Manfaat Penelitian 

a. Untuk menambah pengetahuan bagi peneliti mengenai Pelaksanaan 

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2018 perubahan atas 

peraturan daerah Nomor 5 Tahun 2012 Pasal 10 tentang pelarangan 

pemotongan sapi betina produktif. 

b. Diharapkan dapat dijadikan sebagai pedoman bagi para pihak atau peneliti 

lain yang ingin mengkaji secara mendalam terkait masalah yang 

berhubungan penelitian ini. 

  

                                                             
13

Indra dkk, Panduan Penyusunan Skripsi, (Pekanbaru: Fakultas Syariah  dan Hukum,UIN 

SUSKA,2014), h. 17 
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E. Metode Penelitian 

Metode penelitian adalah seperangkat pengetahuan tentang langkah-

langkah sistematis dan logis tentang pencarian data yang berkenaan dengan 

masalah tertentu untuk diolah, diambil kesimpulan dan selanjutnya dicarikan 

pemecahnya.
14

serta juga merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan 

tujuan dan kegunaan tertentu.
15

 Metode merupakan cara kerja untuk memahami 

objek yang menjadi sasaran dari ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Dalam 

penelitian ini penulis menggunakan metode sebagai berikut: 

1. Jenis dan Sifat Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum sosiologis, 

yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengadakan identifikasi hukum dan 

bagaimana efektifitas hukum ini berlaku dalam masyarakat.
16

 Penelitian ini 

juga bertitik tolak dari data primer atau dasar yakni data yang diperoleh 

langsung dan juga dilakukan baik melalui observasi (pengamatan) maupun 

wawancara. Sifat penelitian adalah Deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan 

menggambarkan secara tepat sifat suatu individu,  keadaan gejala, kelompok 

tertentu, untuk menemukan penyebaran suatu gejala dengan gejala lain dalam 

masyarakat.
17

 

2. Lokasi Penelitian 

Adapun yang menjadi lokasi penelitian  ini bertempat di jalan cipta 

tampan karya Pekanbaru. Penulis memilih tempat ini karena penulis melihat 

                                                             
14

Wardi Bachtiar, Metodologi Penelitian Ilmu Dakwah, ( Jakarta: Logos, 1997 ), h. 1 
15

Sugiyono, Metode penelitian kuantitatif dan kualitatif dan R&D,(Bandung: 

Alfabeta,2012), h. 2 
16

Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Rajawali Pers: Jakarta,1982), h. 51 
17

Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Rajawali Pers: 

Jakarta, 2010),h. 25 
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masih adanya pemotongan hewan sapi betina produktif di rumah potong 

hewan Pekanbaru. 

3. Subjek dan Objek Penelitian 

Adapun yang menjadi Subjek dalam penelitian ini adalah Peraturan 

Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2018 perubahan atas peraturan 

daerah Nomor 5 Tahun 2012 Pasal 10. Sedangkan yang menjadi objek dalam 

penelitian ini adalah tentang pelarangan pemotongan sapi betina produktif di 

RPH Kota Pekanbaru sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku. Serta 

Untuk Mengetaui Apa penyebab pemotongan sapi betina produktif di RPH 

Kota Pekanbaru. 

4. Populasi dan Sampel 

Populasi adalah keseluruhan dari objek pengamatan dan/atau objek 

yang menjadi penelitian.
18

 Populasi dapat berupa himpunan orang, benda 

(hidup atau mati), kejadian, kasus-kasus, tempat atau ciri atau sifat yang sama. 

Adapun Populasi pada penelitian ini adalah seluruh jajaran pegawai atau 

pekerja RPH, masyarakat yang berada dilingkungan RPH serta para pemilik 

hewan ternak yang pernah menggunakan jasa RPH Kota Pekanbaru. 

Pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan metode Accidental 

Sampling dan  purposive sampling. Accidental Sampling
19

 yaitu pengambilan 

sampel berdasarkan asas kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan 

bertemu dengan peneliti masyarakt maupun para pengguna jasa RPH dapat 

digunakan sebagai sampel. Metode Accidental Sampling adalah metode 

                                                             
18

Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, (Sinar Grafika:Jakarta,2014), h.98 
19

Adi Kuswanto, Pengaruh Kualitas Layanan Terhadap Tingkat Kepuasan, Nasabah Bank 

Danamon Jakarta, Jurnal Ekonomi Bisnis, No. 2 Vol 142010, 2010 
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alternatif yang dapat digunakan jika saja pemilik jasa atau tempat penelitian 

tidak memperbolehkan mengakses data, observasi serta melakukan 

wawancara, sehingga metode ini dapat digunakan. purposive sampling yaitu 

teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu didasarkan atas dasar 

ciri tertentu yang di pandang mempunyai sangkut paut yang erat dengan ciri-

ciri populasi yang sudah di ketahui sebelumnya.
20

 Adapun sampel yang 

digunakan pada penelitian ini adalah  

a. Kepala RPH 

b. Kasubag RPH 

c. Bendahara RPH 

d. Petugas Retribusi RPH 

e. Petugas Keur Master RPH 

f. Petugas Sembelih RPH 

g. Masyarakat sekitar lingkunga atau pengguna jasa RPH 

Masyrakat dan pengguna jasa RPH di wawancarai berdasarkan metode 

Accidental Sampling. 

  

                                                             
20

Sugiyono, metode penelitian .Bandung:alfabeta. 2001 
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TABEL I.1 

POPULASI DAN SAMPEL 

No Jenis Populasi 
Jumlah 

Populasi 

Jumlah 

Sampel 
Persentase 

1.  Kepala UPTD Rumah 

Potong Hewan 

1 Orang 1 Orang 100% 

2.  Kasubag Tata Usaha 

UPTD Rumah Potong 

Hewan 

1 Orang 1 Orang 100% 

3.  Bendahara Penerima 

UPTD Rumah Potong 

Hewan 

1 Orang 1 Orang 100% 

4.  PetugasRetribusi 

 

5 Orang 1 Orang 20% 

5.  Petugas Keur Master 

 

2 Orang 1 Orang 50% 

6.  Petugas Sembelih 

Kordinator 

3 Orang 1 Orang 33% 

7.  Petugas Kebersihan 

Kordinator 

6 Orang 1 Orang  16% 

8. M

a 

Pemilik ternak 10 Orang 4 Orang 40% 

Sumber: Data Lapangan, 2019 

5. Jenis dan Sumber Data 

Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini bersumber dari 

lapangan dan literatur, meliputi:
21

 

a. Data Primer 

Pengambilan data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari 

tempat penelitian yang bersumber dari hasil penelitian dilapangan baik 

                                                             
21

Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, ( Jakarta: Sinar Grafika, 2015), h. 175-176 
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dengan wawancara, observasi guna memperoleh data yang berhubungan 

dengan permasalahan yang diteliti. 

b. Data Sekunder 

Yaitu data yang diperoleh dari dokumen resmi, buku-buku yang 

berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk 

laporan, skripsi, tesis, disertasi, makalah, peraturan perundang-undangan 

dan lainnya. Data sekunder tersebut dibagi menjadi: 

1) Bahan hukum primer  

Bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan, keputusan 

menteri, peraturan daerah, bahan hukum yang tidak dikodifikasi seperti 

bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, 

yurisprudensi atau keputusan pengadilan dan perjajian internasional.
22

 

2) Bahan hukum sekunder 

Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang dapat memberikan 

penjelasan terhadap bahan hukum primer, yang dapat berupa 

rancangan perundang-undangan, hasil penelitian, Buku-Buku teks, 

jurnal ilmiah, surat kabar (koran), pamflet, lefleat, brosur, danberita 

internet.
23

 

3) Bahan hukum tersier,  

Bahan hukuk tersier yaitu bahan hukum yang dapat menjelaskan baik 

bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, yang berupa 

kamus, ensiklopedia, leksikon danlain-lain.
24

 

                                                             
22

Mukti Fajar ND danYulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris, 

(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 156. 
23

Ibid., h. 158. 
24

Ibid., h. 158. 
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6. Teknik Pengumpulan Data 

Tekhnik pengumpulan data dalam penelitian ini diperoleh melalui cara 

dan tahapan sebagai berikut : 

a. Observasi 

Yaitu kegiatan yang paling utama dari tekhnik pengumpulan data 

yang lazim di pakai peneliti kualitatif.
25

 Maka dengan ini penulis langsung 

terjun ke lokasi penelitian untuk melihat dan memperhatikan atau 

mengamati serta mengumpulkan informasi mengenai hal-hal yang 

berkaitan dengan penelitian ini. 

b. Interview ( wawancara ) 

Yaitu metode pengumpulan data dengan cara menulis mengadakan 

tanya jawab secara langsung kepada siapa yang akan menjadi responden 

yang berhubungan dengan pokok permasalahan yang diteliti guna 

melengkapi data yang diperlukan. 

7. Tekhnik Analisis Data 

Setelah data telah tersusun secara sistematis, maka tahap selanjutnya 

adalah menganalisis. Analisis data dilakukan secara sistematis, kualitatif, 

komprehensif dan lengkap. Analisis secara sistematis dalam penelitian ini 

menjelsakan sesuai dengan konsep sehingga dapat memberikan jawaban. 

Analisis kualitatif dalam penelitian menjabarkan data secara bermutu dalam 

kalimat yang teratur sehingga memudahkan pembahasan dan pemahaman. 

Komperhensif artinya pembahasan data secara mendalam dari berbagai aspek 

                                                             
25

Rahmat Jalaluddin, Metode Penelitian Komunikasi, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 

1995) , h. 82 
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sesuai dengan lingkup penelitian. Analisis data yang digunakan adalah analisis 

Kualitatif, yaitu dengan cara menjelaskan dan menerangkan data dalam bentuk 

kalimat-kalimat yang disusun dengan pokok bahasan, tujuan dan konsep yang 

berkaitan dengan hal tersebut secara sistematis, kemudian dilakukan bahasan 

dan analisis kesimpulannyanya sebagai jawaban atas pokok bahasan yang 

dikemukankan dalam penelitian atau dengan kata lain yakni proses 

penyusunan, mengkategorisasikan data kualitatif, mencari pola atau tema, 

dengan maksud memahami maknanya.
26

 Serta dengan cara menguraikan hasil 

penelitian dalam bentuk kalimat yang jelas serta menggambarkan hasil 

penelitian secara jelas sesuai dengan rumusan permasalahan yang dibahas. 

Penjelasan data diperoleh melalui wawancara dihubungkan dengan teori dan 

pendapat para ahli. Sehingga mendapatkan jawaban dari permasalahan yang 

diteliti secara jelas, yang kemudian dapat diambil kesimpulan dengan cara 

induktif yakni dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat 

khusus. 

 

F. Sistematika Penulisan 

Dalam penulisan proposal penelitian, penulis membagi sistematika 

penulisannya dalam 5 (lima) bab, masing-masing bab diuraikan dalam sub-sub 

bab, sehingga antara bab yang satu dengan bab yang lain merupakan suatu sistem 

dan memiliki keterkaitan satu sama lain. Untuk lebih jelasnya penulis akan 

uraikan satu persatu masing-masing bab tersebut, yaitu: 

  

                                                             
26

 Burhan Ashshofa, Metode Penelitian Hukum, ( Jakarta: Rineka Cipta,2001), h. 45 
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BAB I :   PENDAHULUAN 

Dalam bab ini berisi uraiaan tentang : Latar Belakang Masalah, 

Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Dan Manfaat 

Penelitian, Metode Penelitian, Tinjauan Teoritis dan Sistematika 

Penelitian. 

BAB II:      GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

Dalam bab ini penulis akan membahas mengenai Kota Pekanbaru, 

gambaran umum tentang sejarah singkat RPH diKota Pekanbaru, 

baik secara geografis maupun demografis.  

BAB III :    TINJAUAN TEORITIS 

Dalam Bab ini penulis akan menjelaskan teori-teori yang terdiri dari 

materi pengertian Rumah Potong Hewan (RPH), retribusi, 

beschikking, pelarangan pemotongan sapi betina produktif 

berdasarkan peraturan daerah Kota Pekanbaru 

BAB IV:    HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

Dalam bab ini Penulis akan menjelaskan mengenai: 

Pelaksanaan Pelarangan Pemotongan Sapi Betina Produktif Di 

Rumah Potong Hewan Berdasarkan Peraturan Daerah Kota 

Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan 

Daerah Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Retribusi Rumah Potong 

Hewan Di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru DanDampak 

Pemotongan Sapi Betina Produktif Di RPH Kota Pekanbaru  

BAB V:     PENUTUP 

Dalam bab ini penulis mengambil kesimpulan dan saran berdasarkan 

uraian yang telah di uraikan pada bab sebelumnya. 
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BAB II 

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

 

A. Perkembangan Kota Pekanbaru 

Kota pekanbaru sebagai ibukota provinsi riau, telah berkembang dengan 

pesat seiring dengan kemajuan pembangunan dan sumber daya manusianya. Kota 

pekanbaru dibagi menjadi dua bagian oleh sungai siak yang bermuara sampai 

keperaian selat malaka, yang menghubungkan kota pekanbaru dengan kota-kota 

lainnya
27

. Permukaan sungai siak yang berwarna kemerahan dengan arus yang 

kelihatannya tenang ditengah ramainya angkutan perairan yang menjadi 

pemandangan yang khas dari sungai siak yang melintasi kota pekanbaru. Tidak 

jauh dari pelabuhan dipinggiran sungai siak, disanalah tempat penetapan kota 

pekanbaru menjadi daerah otonomi daerah berdasarkan ketetapan gubernur 

sumatera No. 103 tanggal 17 mei 1956 dan Surat Keputusan Menteri Dalam 

Negeri Nomor Des.52/1/44-25 yang menjadikan Kota Pekanbaru menjadi ibu kota 

Provinsi Riau yang sebelumnya berkedudukan di Tanjung Pinang dan sekaligus 

Kota Pekanbaru memperoleh status kotamadya daerah tingkat II. 

Beberapa SK dan Undang-undamg tentang pembentukan kota pekanbaru: 

1. SK Kerajaan Besluit van Her Inlanche Zelf Bestuur van Siak No.1 tanggal 19

 Oktober 1919, Pekanbaru bagian dari Kerajaan Siak yang disebut District. 

2. Tahun 1931 Pekanbaru masuk wilayah Kampar Kiri dikepalai oleh seorang 

Controleur berkedudukan di Pekanbaru 

                                                             
27

http://www.pekanbaru.go.id/sejarah-pekanbaru, tanggal 23 januari 2014 pukul10.00 WIB
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3. Tanggal 8 Maret 1942 Pekanbaru dikepalai oleh seorang Gubernur Militer 

disebut Gokung, Distrik menjadi Gun dikepalai oleh Gunco. 

4. Ketetapan Gubernur Sumatera di Medan tanggal 17 Mei 1946 No.103 

Pekanbaru dijadikan daerah otonom yang disebut Haminte atau Kota b 

5. UU No.22 tahun 1948 Kabupaten Pekanbaru diganti dengan Kabupaten 

Kampar, Kota Pekanbaru diberi status Kota Kecil. 

6. UU No.8 tahun 1956 menyempurnakan status Kota Pekanbaru sebagai kota 

kecil. 

7. UU No.1 tahun 1957 status Pekanbaru menjadi Kota Praja. 

8. Kepmendagri No. Desember 52/I/44-25 tanggal 20 Januari 1959 Pekanbaru 

menjadi ibukota Propinsi Riau. 

9. UU No.18 tahun 1965 resmi pemakaian sebutan Kotamadya. 

10. UU No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah sebutan Kotamadya 

berubah menjadi Kota. 

 

B. Rumah Potong Hewan (RPH) Kota Pekanbaru 

1. Keadaan Geografis Rumah potong Hewan (RPH) Kota Pekanbaru 

Rumah potong hewan (RPH) Kota Pekanbaru merupakan salah satu 

tempat pemotongan ternak yangyang sistem pengolahannya berada langsung 

dibawah dinasPertanian Kota Pekanbaru. Lokasi RPH Kota Pekanbaru berada 

di KecamatanTampan dengan jarak 4 Km dari jalan raya Pekanbaru-

Bangkinang. Luas areakompleks Rumah potong Hewan mencapai 4,5 Ha, 

dengan kapasistas pemotonganbaru mencapai 30-40 ekor/malam. Pemotongan 

ternak dilakukan pukul 01.00-04.00WIB. Peningkatan jumlah pemotongan 
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terjadi pada waktu atau bulan-bulan tertentuyakni hampir mencapai 70 ekor 

permalam.
28

Rumah Potong Hewan (RPH) Kota Pekanbaru Digolongkan Tipe 

C. Yaitu usahaPemotongan Yang Mencakup Penyediaan Daging Untuk Kota 

dan kabupaten dalamPrvinsi Riau.
29

 

RPH kota Pekanbaru mepunyai Karyawan dibagian produksi sebanyak 

7 orang, bagian Kaur master 3 orang,bagian retribusi 6 orang, bagian 

administrasi 1 orang, 2 orang bagian penjagal dan bagian geenset 1 

orang.Pekerja lapangan atau anak kandang dari sekitar RPH, dengan jenjang 

pendidikanSMA/SMK, SMP, dan ada yang tidak sekolah.
30

Memperhatikan 

bentuk pemanfaatan dan pengolahan tanah, pembagunan rumahpotong hewan 

(RPH) Kota Pekanbaru cukup strategis karena lokasi bangunan RPHdengan 

mempertimbangkan bentuk topografi ditujukan untuk memanfaatkan 

kondisitopografi yang ada dengan prioritas bangunan induk/ utama rumah 

potong hewan(RPH) berada pada lahan yang memilki tingkat keamanan yang 

tinggi kondisitopografi yang ideal dapat mempermudah seperti pengaliran air 

bersih, pengaliran airhujan, pengaliran air kotor atau limbah pemotongan dan 

hal lain-lainnya yangmenyangkut pada kelancaran aliran air karena tidak akan 

membutuhkan biaya yang relative besar.
31

 

Kondisi hidrologi lokasi rumah potong hewan (RPH) Kota Pekanbaru 

dapatdibagi menjadi dua macam, yaitu air permukaan dan air tanah. Analisis 
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Pertanian dan Peternakan, 2011) ,h. 17 
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hidrologi airtanah dilakukan untuk mengetahui besarnya kandunagan air 

tanah. Analisis hidrologiair tanah dilakukan untuk mengetahui besarnya 

kandungan air tanah yang ada dankekuatan tanah yang akan digunakan 

sebagai dasar pendirian berbagai jenisbangunan. Permukaan debit air tanah 

dilokasi rumah potong hewan (RPH) sebaiknyaadalah 1 hingga 3 liter/detik 

dengan keadaan kurang lebih 100 meter dan memilikikualitas cukup baik 

(tidak berasa dan tidak berbau). Berdasarkan hal tersebut, makadari 

ketersediaan air tanah untuk keperluaan operasional rumah potong hewan 

(RPH)Kota Pekanbaru tidak terdapat hambatan.
32

Kondisi iklim diwilayah 

Pekanbaru dapat dikatagorikan relative kering, inidisebabkan karena curah 

hujan rata-rata Kota Pekanbaru sedang yaitu dalam setahunanatara 2.000 mm 

sampai 4.000 mm, temperature rata rata pertahun antara 27-30 Cdengan 

kelembaban udara relative tinggi. kondisi ini mengaharuskan 

komposisibangunan pada landasan ketinggian yang cukup agar dapat sirkulasi 

udara yang baikuntuk kenyamanan ruangan tempat kerja berkerja.
33

Tumbuh-

tumbuhan yang tumbuh dilokasi rumah potong hewan (RPH) KotaPekanbaru 

dimaksudkan dalam kaitannya dengan upaya pengedalian erosi danperendam 

bau yang berasal dari lokasi rumah potong hewan (RPH) Kota 

Pekanbaru.Lebih lanjut keberadaan tumbuh-tumbuhan juga berguna sebagai 

makanan bagiternak sapi apabila rumah potong hewan (RPH) dipandukan 

dengan arealpengemukan ternak. Jenis tanaman yang diharapkan dapat 

mendukung lingkungandilokasi rumah potong hewan (RPH) adalah tanaman 

                                                             
32
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penutup yang dapat mencegahterlepasnya agregat tanah dan tanaman keras 

untuk mencegah terjadinya lonsor sertaberfunsi sebagai tidak terjadinya 

pencemar udara dari rumah potong hewan (RPH)kelingkungan 

sekitarnya.Secara umum rumah Potong hewan (RPH) Kota Pekanbaru 

memiliki persyaratanfisik dan peralatan yang diperlukan dalam memberikan 

berbagai pelayanan kepadamasyarakat. Disamping itu, persyaratan higenis 

yang dibutuhkan untuk kebersihanproduk akhir berupa daging merupakan hal 

utama yang juga hal yang diterapkan olehpihak pengelolah, hal dimaksud 

adalah persyratan minimal prasarana fisik dan bagunan lain yang mendukung 

proses kerja dirumah potong hewan (RPH) KotaPekanbaru.
34

 

2. Retribusi RPH Kota Pekanbaru 

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2018 perubahan 

atas peraturan daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi RumahPotong 

Hewan besarnya tarif Retribusi pada ayat (2) ditetapkan dengan 

ketentuansebagai berikut :
35

 

Tabel II.I 

Tarif Retribusi Jasa RPH Kota Pekanbaru 

No Jenis Pelayanan Tarif 

a.  Pemeriksaan Ante / Post Mortem dan biaya pemotongan    

  Sapi / kerbau  

Rp. 49.000,-

/ekor 

  kambing / domba Rp. 6.000,-/ekor 

  Babi 

Rp. 20.000,-

/ekor 

                                                             
34
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  Unggas Rp. 200,-/ekor 

b. Transportasi daging ke pasar dengan menggunakan 

fasilitas RPH 

Rp. 500,-/kg 

    

c.  Pelayanan kandang penitipan Sapi / Kerbau dan Babi 

Rp. 1.000,-/ekor 

hari 

d.  Karentina ternak sebelum dipotong 

Rp. 

1.000,/ekor/hari 

e.  Pelayanan pemeriksaan dan pemotongan darurat / hari 

besar agama: 

  

    

  

Sapi / kerbau  Rp. 20.000,-

/ekor 

  Kambing / domba Rp. 3.000,-/ekor 

  Babi 

Rp. 10.000,-

/ekor 

f.  Pelayanan pemeriksaan ulang kesehatan daging 

Rp. 50.000,-

/ekor 

g.  Pelayanan pemakaian rutin pendingin 

Rp. 

1.000,/kg/hari 

 

Hasil retribusi harus disetor ke Kas Daerah: 

RPH Sapi/Kerbau mendapatkan sertifikat kehalalan dari MUI Kota 

Pekanbarudengan nomor 05020000550607 dan Sertifikat NKV (Nomor 

Kontrol Veteriner ) dariDinas Peternakan Provinsi Riau Nomor : RPH 

1471007-009.
36

 

Adapun fasilitas diRumah Potong Hewan (RPH) Kota Pekanbaru: 

a. Gedung RPH Sapi / Kerbau 

b. Kandang Penampungan 
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c. Kandang Karantina 

d. Kantor 

e. Bak Limbah 

f. Rumah Jaga 

g. Kantin 

h. Sumur Bor 

i. Genset 

j. Work Shop 

Ada pun prasarana dirumah potong hewan Kota Pekanbaru : 

a. Mobil Box 

b. Mobil Pick Up 

c. Motor Roda 3 

Adapun Ternak Yang di potong dirumah potong hewan Kota 

Pekanbaru: 

a. Sapi Bali 

b. Sapi PO 

c. Sapi BX Brahman 

d. Kerbau Lokasi 

Adapun Retribusi rumah potong hewan Kota Pekanbaru: 

a. Pasar Pekanbaru 

b. Pasar Duri 

c. Pasar Kulim 

d. Pasar Perawang 
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e. Pasar Bangkinang 

f. Mall / Plaza di Pekanbaru 

Adapun kegiatan yang dilakukan dirumah potong hewan Kota 

Pekanbaru: 

a. Melakukan pemeriksaan terhadap pedagang sapi / kerbau 

b. Tempat praktek mahasiswa UIN Fakultas Pertanian dan Peternakan 

c. Tempat KOAS mahasiswa Fakultas Kesehatan Hewan di berbagai 

Perguruan Tinggi Indonesia 

d. Tempat objek pembiakan. 

1. Peraturan dirumah potong hewan (RPH) kota Pekanbaru:
37

 

a. Setiap jagal yang bertugas dirumah potong hewan kota pekanbaru 

harusmemiliki KTP pekanbaru dan memiliki sertifikat jagal yang 

dikeluarkanoleh MUI. 

b. Memiliki sertifikat pemeriksaan kedokteran hewan dari 

departemenlayanan hewan. 

c. Rumah potong hewan harus berpagar dan memastikan hewan-hewan 

lainyang berada didalam kawasan rumah potong hewan. 

d. Tempat penyembelihan harus bersih dan memenuhi kriteria 

kebarsihanotoritas lokal yang bertanggung jawab. 

e. Hewan yang disembelih harus tidak ditumpuk didalam suatu tempat. 

f. Peralatan, penyimpanan dan transportasi harus suci dan bersih dari 

najisdan tidak bercampur dengan bahan-bahan yang tidak halal.Pengunaan 
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stunning gun, harus memenuhi persyaratan yang ditetapkanoleh badan 

MUI dan LPPOM. 

g. Stunning harus memenuhi syarat sah penyembelihan dan digunakan 

untukhewan halal saja. 

3. Sejarah Rumah Potong Hewan Kota Pekanbaru. 

Sebelum membahas tentang Rumah Potong Hewan terlebih dahulu di 

berikan pengertian tentang hewan potong dalam tulisan ini. Untuk 

mendapatkan hewanpotong yang baik diperlukan tempat khusus yang disebut 

Rumah Potong Hewan.Rumah Potong Hewan yang selanjutnya disebut 

dengan RPH adalah suatubangunan atau kompleks bangunan dengan desain 

dan syarat tertentu yang digunakansebagai tempat memotong hewan bagi 

konsumsi masyarakat umum. (PeraturanMenteri RI 

No.13/Permentan/OT.140/1/2010).
38

Rumah Pemotongan Hewan adalah 

kompleks bangunan dengan disain dankonstruksi khusus yang memenuhi 

persyaratan teknis dan higiene tertentu sertadigunakan sebagai tempat 

memotong hewan potong selain unggas bagi konsumsimasyarakat. (SNI 01 - 

6159 – 1999).
39

 

Bagunan utama rumah potong hewan:
40

 

a. Daerah kotor yaitu Tempat pemingsanan, tempat pemotongan dan 

tempatpengeluaran darah. Tempat penyelesaian proses penyembelihan 

(pemisahan kepala, keempat kaki sampai tarsus dan karpus, pengulitan, 
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pengeluaran isidada dan isi perut). Ruang untuk jeroan, ruang untuk kepala 

dan kaki, ruanguntuk kulit, tempat pemeriksaan postmortem. 

b. Daerah bersih Tempat penimbangan karkas, tempat keluar karkas, jika 

Rumah Pemotongan Hewan dilengkapi dengan ruang pendingin/pelayuan, 

ruangpembeku, ruang pembagian karkas dan pengemasan daging, maka 

ruang-ruangtersebut terletak di daerah bersih (SNI 01 - 6159 – 1999). 

Bagunan rumah potong hewan (RPH) yang memenuhi syarat ialah:
41

 

1) Tata ruang harus didisain agar searah dengan alur proses serta 

memiliki ruang 

2) yang cukup sehingga seluruh kegiatan pemotongan hewan dapat 

berjalan baikdan higienis. Tempat pemotongan didisain sedemikian 

rupa sehinggapemotongan memenuhi persyaratan halal. Besar ruangan 

disesuaikan dengankapasitas pemotongan. Adanya pemisahan ruangan 

yang jelas secara fisikantara “daerah bersih” dan “daerah kotor”. Di 

daerah pemotongan danpengeluaran darah harus didisain agar darah 

dapat tertampung. 

3) Tinggi dinding pada tempat proses pemotongan dan pengerjaan 

karkasminimum 3 meter. Dinding bagian dalam berwarna terang dan 

minimumsetinggi 2 meter terbuat dari bahan yang kedap air, tidak 

mudah korosif, tidaktoksik, tahan terhadap benturan keras, mudah 

dibersihkan dan didesinfeksi sertatidak mudah mengelupas. 

                                                             
41

Ibid., h. 29 



27 

 

4) Lantai terbuat dari bahan kedap air, tidak mudah korosif, tidak licin, 

tidaktoksik, mudah dibersihkan dan didesinfeksi dan landai ke arah 

saluranpembuangan. Permukaan lantai harus rata, tidak bergelombang, 

tidak ada celahatau lubang. 

5) Pencegahan serangga, rodensia dan burung Masuknya serangga harus 

dicegahdengan melengkapi pintu, jendela atau ventilasi dengan kawat 

kasa atau denganmenggunakan metode pencegahan serangga lainnya. 

Konstruksi bangunanharus dirancang sedemikian rupa sehingga 

mencegah masuknya tikus ataurodensia, serangga dan burung masuk 

dan bersarang dalam bangunan. 

6) Pertukaran udara dalam bangunan harus baik. 

7) Pintu dibuat dari bahan yang tidak mudah korosif, kedap air, 

mudahdibersihkan dan didesinfeksi dan bagian bawahnya harus dapat 

menahan agartikus/rodensia tidak dapat masuk. Pintu dilengkapi 

dengan alat penutup pintuotomatik. 

8) Terdapat jalur penggiring hewan (gangway) dari kandang menuju 

tempatpenyembelihan. Jalur ini dilengkapi jaring pembatas yang kuat 

di kedua sisinyadan lebarnya hanya cukup untuk satu ekor sehingga 

hewan tidak dapat berbalikarah kembali ke kandang. 

9) Seluruh perlengkapan pendukung dan penunjang di Rumah 

Pemotongan Hewan harus terbuat dari bahan yang tidak mudah 

korosif, mudah dibersihkan dandidesinfeksi serta mudah dirawat. 

Peralatan yang langsung berhubungan dengan daging harus terbuat 

dari bahan yang tidak toksik, tidak mudah korosif, mudahdibersihkan 
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dan didesinfeksi serta mudah dirawat.Rumah Pemotongan Hewan 

harus memiliki peraturan untuk semua karyawandan pengunjung agar 

pelaksanaan sanitasi dan higiene rumah pemotongan hewan danhigiene 

produk tetap terjaga baik. Setiap karyawan harus sehat dan 

diperiksakesehatannya secara rutin minimal satu kali dalam setahun. 

Setiap karyawan harusmendapat pelatihan yang berkesinambungan 

tentang higiene dan mutu. Daerah kotoratau daerah bersih hanya 

diperkenankan dimasuki oleh karyawan yang bekerja dimasing-masing 

tempat tersebut, dokter hewan dan petugas pemeriksa yangberwenang 

(SNI 01 - 6159 – 1999).
42

Pengawasan kesehatan masyarakat veteriner 

serta pemeriksaan antemortem danpostmortem di Rumah Pemotongan 

Hewan dilakukan oleh petugas pemeriksaberwenang. Pada setiap 

Rumah Pemotongan Hewan harus mempunyai tenaga dokterhewan 

yang bertanggung jawab terhadap dipenuhinya syarat-syarat dan 

prosedurpemotongan hewan, penanganan daging serta sanitasi dan 

hygiene (SNI 01 - 6159 –1999).
43

Suatu Pemeriksaan antemortem 

adalah pemeriksaan kesehatan hewan potongsebelum disembelih yang 

dilakukan oleh petugas pemeriksa berwenang. Pemeriksaan 

postmortem adalah pemeriksaan kesehatan jeroan, kepala dan karkas 

setelahdisembelih yang dilakukan oleh petugas pemeriksa 

berwenang.
44

Petugas pemeriksa berwenang adalah dokter hewan 

pemerintah yang ditunjukoleh Menteri atau petugas lain yang memiliki 

pengetahuan dan keterampilan pemeriksaan antemortem dan 
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postmortem serta pengetahuan di bidang kesehatanmasyarakat 

veteriner yang berada di bawah pengawasan dan tanggung jawab 

dokter hewan yang dimaksud.20 

Kandang Penampung adalah kandang yang digunakan untuk 

menampunghewan potong sebelum pemotongan dan tempat dilakukannya 

pemeriksaanantemortem. Kandang Isolasi adalah kandang yang digunakan 

untuk mengisolasihewan potong yang ditunda pemotongannya karena 

menderita penyakit tertentu ataudicurigai terhadap suatu penyakit 

tertentu.Kandang Isolasi adalah kandang yang digunakan untuk 

mengisolasi hewanpotong yang ditunda pemotongannya karena menderita 

penyakit tertentu ataudicurigai terhadap suatu penyakit tertentu (SNI 01 - 

6159 – 1999 tentang RPH).Tidak bertentangan dengan Rencana Umum 

Tata Ruang (RUTR), RencanaDetail Tata Ruang (RDTR) dan/atau 

Rencana Bagian Wilayah Kota (RBWK). Tidakberada di bagian kota yang 

padat penduduknya serta letaknya lebih rendah dari pemukiman penduduk, 

tidak menimbulkan gangguan atau pencemaran lingkungan.Tidak berada 

dekat industri logam dan kimia, tidak berada di daerah rawan banjir,bebas 

dari asap, bau, debu dan kontaminan lainnya. Memiliki lahan yang relatif 

datardan cukup luas untuk pengembangan rumah pemotongan 

hewan.Sistem saluran pembuangan limbah cair harus cukup besar, didisain 

agar aliranlimbah mengalir dengan lancar, terbuat dari bahan yang mudah 

dirawat dandibersihkan, kedap air agar tidak mencemari tanah, mudah 

diawasi dan dijaga agartidak menjadi sarang tikus atau rodensia lainnya. 

Saluran pembuangan dilengkapidengan penyaring yang mudah diawasi 

dan dibersihkan. 
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Harus disediakan sarana/peralatan untuk mendukung tugas dan 

pekerjaandokter hewan atau petugas pemeriksa berwenang dalam rangka 

menjamin mutudaging, sanitasi dan higiene di Rumah Pemotongan 

Hewan. Perlengkapan standaruntuk karyawan pada proses pemotongan 

dan penanganan daging adalah pakaiankerja khusus, apron plastik, 

penutup kepala, penutup hidung dan sepatu boot (SNI 01- 6159 – 

1999).
45

Rumah Pemotongan Hewan harus memiliki peraturan untuk 

semua karyawandan pengunjung agar pelaksanaan sanitasi dan higiene 

rumah pemotongan hewan danhigiene produk tetap terjaga baik. Setiap 

karyawan harus sehat dan diperiksakesehatannya secara rutin minimal satu 

kali dalam setahun. Setiap karyawan harus mendapat pelatihan yang 

berkesinambungan tentang higiene dan mutu. Daerah kotoratau daerah 

bersih hanya diperkenankan dimasuki oleh karyawan yang bekerja 

dimasing-masing tempat tersebut, dokter hewan dan petugas pemeriksa 

yangberwenang (SNI 01 - 6159 – 1999).Boks pada kendaraan untuk 

mengangkut daging harus tertutup. Lapisan dalamboks pada kendaraan 

pengangkut daging harus terbuat dari bahan yang tidak toksik,tidak mudah 

korosif, mudah dibersihkan dan didesinfeksi, mudah dirawat 

sertamempunyai sifat insulasi yang baik. Boks dilengkapi dengan alat 

pendingin yangdapat mempertahankan suhu bagian dalam daging segar +7 

oC dan suhu bagiandalam jeroan +3 oC (SNI 01 - 6159 – 

1999).
46

Laboratorium didisain khusus agar memenuhi persyaratan 

kesehatan dankeselamatan kerja. Tata ruang didisain agar dapat 
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menunjang pemeriksaanlaboratorium. Penerangan dalam laboratorium 

memiliki intensitas cahaya 540 lux.Lampu harus diberi pelindung (SNI 01 

- 6159 – 1999).Umumnya daging sapi di Kota Pekanbaru dijual di pasar 

tradisonal padamasing-masing daerah yang diperoleh dari hasil 

pemotongan di setiap RPH ataupunpemotongan secara konvensional oleh 

para pedagang/pemilik ternak. Rendahnyakemampuan penanganan daging 

sapi dalam proses pemotongan di RPHmengakibatkan potensi penurunan 

daya simpan menjadi semakin besar dan cepat.Begitu juga dengan 

perlakuan yang kurang baik selama proses penjualan di pasar tradisional 

yang juga merupakan salah satu faktor eksternal yang 

mempengaruhikualitas dan daya simpan dari daging sapi tersebut.Untuk 

lebih jelasnya lagi tentang urgensi sertifikasi halal akan dianalisa padabab 

berikutnya kedua aspek penelitian yaitu proses mendapatkan sertifikasi 

halalpada penyembelihan sapi dirumah potong hewan (RPH) Kota 

Pekanbaru, Bagaimanaanalisa hukum Islam terhadap sertifikasi halal pada 

penyembelihan sapi dirumahpotong hewan pekanbaru, bersumber dari Al-

Quran dan Hadist yang di ajarkan olehNabi Muhammad SAW. 

 

C. Visi dan Misi Organisasi 

Tujuan utama rumah potong hewan (RPH) Kota Pekanbaru adalah 

harapanpengeriman produksi yang berkualitas kepada pelanganan.
47

Sementara 

Visi adalah kearah “Halalan Thoiiban” dalam keungulan layananveterinary dan 

misi rumah potong hewan (RPH) Kota Pekanbaru bersamamembudayakan nilai 

kecermelagan melalui proses perbaikan berkelanjutan. 
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D. Tujuan dan fungsi Organisasi Rumah Potong Hewan Kota Pekanbaru 

1. Mencegah dan membasmi dan mengontrol penyakit-penyakit hewanhewan. 

2. Mendorong pertumbuhan dan pengembangan industry hewan yang mantap 

3. Menentukan bahan-bahan hewan untuk makanan suci dan bersih dansesuai 

untuk dimakan.  

4. Memperbaiki posisi kaum miskin dikota Pekanbaru melalui peternakan 

5. Menentukan kebajikan dan kesejahteraan semua hewan dilindumgi 
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E. Struktur Organisasi 

Gambar II.1 

STRUKTUR ORGANISASI PELAKSANAAN TEKNIS DINAS (UPTD) 

RUMAH POTONG HEWAN (RPH) DINAS PERTANIAN KOTA 

PEKANBARU
48
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BAB III 

TINJAUAN TEORITIS 

 

A. Rumah Potong Hewan  (RPH) 

Rumah Pemotongan Hewan (RPH) merupakan kompleks bangunan 

dengan disain dan konstruksi khusus yang memenuhi persyaratan teknis dan 

higienis tertentu serta digunakan sebagai tempat pemotongan hewan potong selain 

unggas untuk konsumsi masyarakat. Hewan potong adalah sapi, kerbau, kuda, 

kambing, domba, burung unta, babi, dan lainnya yang dagingnya lazim atau layak 

dikonsumsi oleh manusia. Persyaratan lokasi RPH tidak bertentangan dengan 

Rencana Umum Tata Ruang (RUTR), Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), dan 

Rencana Bagian Wilayah Kota (RBWK). Rumah Pemotongan Hewan memiliki 

lahan yang luas, tidak berada di daerah perkotaan yang padat penduduknya, serta 

lebih rendah dari pemukiman penduduk, tidak berada di daerah industri logam dan 

kimia, tidak berada di daerah rawan banjir, bebas asap, bau, debu, dan 

kontaminasi lainnya. Disamping itu, RPH memiliki lahan yang relatif datar dan 

cukup luas untuk perluasan areal RPH dimaksud.
49

Berdasarkan perluasan dan 

peredaran daging yang dihasilkan, usahapemotongan hewan dibagi atas beberapa 

kelas, yaitu: 1) usaha pemotongan hewan kelas A, yaitu usaha pemotongan hewan 

untuk penyediaan daging kebutuhanekspor; 2) usaha pemotongan hewan kelas B, 

yakni usaha pemotongan hewan untuk penyedian daging kebutuhan antar 

provinsi; 3) usaha pemotongan hewankelas C ditujukan untuk penyediaan daging 

kebutuhan antar kabupaten dan kotadalam satu provinsi; dan 4) usaha pemotongan 
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hewan kelas D yakni usaha pemotongan hewan untuk penyediaan daging 

kebutuhan di dalam wilayah kabupaten dan kota bersangkutan.
50

 Hal lain yang 

perlu diperhatikan adalah keadaan dari tempat penampungan ternak atau kandang 

tempat istirahat di RPH. Kandang tersebut harus cukup luasnya serta 

menyenangkan bagi ternaknya dan lebih baik lagi bila kandang disekat-sekat 

menjadi unit-unit yang lebih kecil, hal ini difungsikan untuk mencegah 

gerombolan yang terlalu banyak. Jalan menuju ruang penyembelihan harus mudah 

dan apabila ternak yang akan dipotong itu adalah ternak besar yang dipelihara di 

padang penggembalaan maka pada sisi lorong harus dipagari dengan 

menggunakan tiang-tiang yang kuat. Rumah Pemotongan Hewan diduga sebagai 

sumber kontaminasi bakteri patogen (penyebab penyakit), karena ada 

kemungkinan ternak yang pernah datang berasal dari suatu daerah dalam keadaan 

infeksi subklinis, dan hal ini akan sangat berpengaruh terhadap kualitas daging 

jika terjadi penularan penyakit antar ternak.
51

 

1. Persyaratan Peralatan Penyembelihan Sapi 

Sebuah RPH harus mempunyai standar minimal yang harus dipenuhi 

dari berbagai aspek. Salah satu aspek penting yaitu peralatan yang ada di 

RPH. Sastraprawirapada tahun 2006 mengungkapkan tentang persyaratan 

peralatan pada RPH sebagai berikut, yakni: 

a. Seluruh perlengkapan pendukung dan penunjang di RPH harus terbuat dari 

bahan yang tidak mudah korosif, mudah dibersihkan dan didesinfeksi serta 

mudah dirawat 
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b. Peralatan yang langsung berhubungan dengan daging harus terbuat dari 

bahan yang tidak toksik, tidak mudah korosif, mudah dibersihkan, dan 

didisinfeksi serta mudah dirawat 

c. Di dalam bangunan utama harus dilengkapi dengan sistem rel (railling 

system) dan alat penggantung karkas yang didesain khusus dan disesuaikan 

dengan alur proses untuk mempermudah proses pemotongan dan menjaga 

agar karkas tidak menyentuh lantai dan dinding 

d. Sarana untuk mencuci tangan didesain sedemikian rupa agar tangan tidak 

menyentuh kran air setelah mencuci tangan, dilengkapi dengan sabun dan 

pengering tangan seperti lap yang senantiasa diganti atau tisue pengering 

mekanik (hard dryer), jika menggunakan kertas tisue maka disediakan 

pula tempat sampah tertutup yang dioperasikan dengan kaki 

e. Sarana untuk mencuci tangan seperti butir di atas disediakan disetiap tahap 

proses pemotongan, dan diletakkan di tempat yang mudah terjangkau, di 

tempat penurunan hewan hidup, kantor administrasi dan kantor dokter 

hewan, ruang istirahat pegawai dan atau kantin, dan kamar mandi atau WC 

f. Pada pintu masuk utama bangunan harus dilengkapi dengan sarana 

pencuci tangan seperti pada butir 5, dan sarana mencuci sepatu boot, yang 

dilengkapi dengan sabun, desinfektan dan sikat sepatu 

g. Pada RPH babi disediakan bak pencelup yang berisi air panas 

h. Peralatan yang dipergunakan untuk menangani pekerjaan bersih harus 

berbeda dengan yang digunakan untuk pekerjaan kotor, misalnya pisau 

untuk penyembelihan tidak boleh digunakan untuk pekerjaan karkas 
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i. Ruang untuk jeroan harus dilengkapi dengan sarana atau peralatan untuk 

mengeluarkan isi jeroan, pencucian jeroan, dan alat penggantung kepala 

j. Ruang untuk kepala dan kaki harus dilengkapi dengan sarana peralatan 

untuk mencuci alat penggantung kepala 

k. Ruang untuk kulit harus dilengkapi dengan sarana atau peralatan untuk 

mencuci 

l. harus disediakan sarana atau peralatan untuk membersihkan dan 

mendesinfeksi ruangan peralatan 

m. harus disediakan sarana atau peralatan yang mendukung tugas dan 

pekerjaan dokter hewan atau petugas pemeriksa berwenang dalam rangka 

menjamin mutu daging, sanitasi, dan higienis di RPH 

n. Bagi setiap pekerja disediakan lemari yang dilengkapi dengan kunci pada 

ruang ganti pakaian untuk menyimpan barang-barang pribadi dan  

o. Perlengkapan standar untuk pekerja pada proses pemotongan dan 

penanganan daging adalah pakaian khusus, apron plastik, penutup kepala, 

penutup hidung, dan sepatu boot. 

2. Prosedur Penyembelihan Sapi 

Menurut Sastraprawira pada tahun 2006
52

, ada beberapa hal yang dapat 

dijadikan acuan dalam penyembelihan sapi, antara lain: 

a. Sapi yang akan dipotong harus menjalani pemeriksaan antemortem oleh 

petugas yang berwenang, paling lama 24 jam sebelum penyembelihan 
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b. Pemeriksaan antemortem dilakukan di tempat yang telah disediakan di 

area RPH, kecuali atas pertimbangan petugas pemeriksayang berwenang, 

dapat dilakukan pemeriksaan dalam kandang atau padakendaraan/ alat 

pengangkut hewan. Pemeriksaan antemortem pada prinsipnyadapat 

digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi petugas pemeriksa 

untukmemberikan rekomendasi atas kelayakan kesehatan sapi yang akan 

disembelih 

c. Bagi sapi yang dalam pemeriksaan antemortemnya dicurigai mengidap 

penyakittertentu maka pemotongan sapi tersebut ditunda sambil menunggu 

pemeriksaanlaboraturium yang menyatakan sapi tersebut mengidap 

penyakit tertentu, makaperlakuan selanjutnya dapat mengacu pada 

ketentuan yang berlaku sebagaimanaditetapkan oleh Direktur Jendral 

Peternakan 

d. Sapi yang akan dipotongsebaiknya diistirahatkan paling sedikit 12 jam 

sebelum penyembelihan dilakukan 

e. Penyembelihan sapi sebaiknyadilakukan di RPH, hal ini dimaksudkan agar 

dalam pelaksanaan penyembelihansapi mendapat pengawasan dan sesuai 

dengan petunjuk dari petugas pemeriksa 

f. Apabila dilakukan penyembelihan sapi betina-betina bunting, agar 

memenuhipersyaratan yang telah ditetapkan. Salah satu pertimbangannya 

adalah untukmenghidari terjadinya penurunan populasi sapi potong akibat 

penyembelihanterhadap sapi betina produktif 
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g. Penyembelihan sapi disarankan menurut tatacara agama Islam. 

Pertimbangan tersebut dimaksudkan untuk menghindariterjadinya hal-hal 

yang tidak diinginkan bagi umat Islam sebagai mayoritaskonsumen daging 

di Indonesia umumnya dan Kota Pekanbaru khususnya.Pemotongan 

hewan dianjurkan agar dilakukan oleh juru potong (jagal) Islammenurut 

cara yang sesuai dengan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) seperti:
53

 

1) Memutus jalan napas (hulqum) 

2) Memutus jalan makanan (mari’) 

3) Memutus dua urat nadi (wajadam) dan 

4) Membaca basmalah sebelumnya 

h. Pemotongan dapat dilakukan dengan pemingsanan atau tanpa 

pemingsanan terlebih dahulu. Apabila hewan dilakukan pemingsanan 

sebelum dipotong maka cara pemingsanan dilakuan menurut MUI 

i. Setelah hewan yang dipotong tidakbergerak dan darahnya berhenti 

mengalir, maka penyelesaian selanjutnya yang dilakukan menurut 

Sastraprawira
54

adalah sebagai berikut: 

1) memutus jalan napas (hulqum) 

2) kepala sampai batas tulang leher dan kaki,mulai dari tarsus/ karpus 

dipisahkan dari badan  

3) sapi digantung dan dikuliti 

4) isi perut dan dada dikeluarkan dan  

5) karkas dibelah memanjang denganujung leher masih terpaut. 
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3. Higienis Pekerja 

Higienis pekerja merupakan daya upaya dari pekerja RPH untuk 

memelihara dan mempertinggi derajat kesehatannya sendiri seperti 

memelihara kebersihan badan, pakaian, rumah, dan lingkungan, cara hidup 

yang teratur, menghindari terjadinya penyakit, meningkatkan taraf kecerdasan 

dan rohaniah, melengkapi rumah dengan fasilitas-fasilitas yang menjamin 

hidup sehat, serta rutin melakukan pemeriksaan kesehatan.
55

 Menurut 

Widyanti dan Yuliarsih pada tahun 2002
56

, usaha kesehatan perorangan adalah 

tindakan yang dilakukan untuk mencegah datangnya penyakit yang dapat 

mengganggu kesehatan diri sendiri, seperti mandi minimal 2 kali sehari, 

menyikat gigi, memakai pakaian yang bersih, dan berolah raga. Sarwono pada 

tahun 2004
57

 menjelaskan, higienis pribadi berarti tindakan yang dilakukan 

sebagai aktivitas kehidupan sehari-hari untuk mewujudkan derajat kesehatan 

yang tinggi. Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut, kebersihan individu 

dilakukanberdasarkan atas kesadaran tiap-tiap individu. Kegiatan ini sangat 

erat dengan kesehatan masyarakat dan saling memengaruhi secara timbal 

balik. Makin banyakorang yang memperhatikan pemeliharaan dan 

peningkatan kesehatan dirinya, makin baik pula kesehatan masyarakatnya. 

Kesehatan masyarakat yang baik akanberpengaruh terhadap lingkungan, baik 

lingkungan individu maupun masyarakat,sehingga lingkungan akan tetap sehat 
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dan bersih
58

. Kualitas produk RPH berupa karkas terutama dari kualitas mutu 

mikroorganisme sangat ditentukan oleh kebersihan dari peralatan yang 

digunakan, tahap-tahap dalam proses penyembelihan, dan higienis pekerja 

yang melakukan kegiatan tersebut. Entjang 
59

pada tahun 1991 

mempersyaratkan bahwa higienis pekerja RPHadalah:  

a. Pekerja harus memakai perlengkapan standar yang meliputi pakaiankerja 

khusus, apron plastik, penutup kepala berwarna muda, penutup hidung, 

dansepatu boot 

b. Pekerja yang menangani pemotongan dan karkas harus mencucidan 

menyucihamakan tangan beberapa kali selama bekerja dan setelah bekerja 

c. Pekerja yang telah bersentuhan dengan sapi yang sakit atau dengan sapi 

yangdiduga terinfeksi, harus dengan hati-hati dan secepatnya mencuci 

tangan danlengan dengan air panas, kemudian menyucihamakannya 

d. Pekerja harus sehatdan diperiksa kesehatannya secara rutin minimal sekali 

dalam setahun 

e. Pekerjatidak diizinkan merokok selama melakukan pekerjaan dan selama 

berada di dalamruang penyimpanan karkas 

f. Pekerja yang dapat mencemari karkas tidakdiperkenankan menangani 

kegiatan penyembelihan dan penanganan karkas, misalnya pekerja yang 

diduga atau menderita demam tifus, paratifus A dan B,infeksi usus, 

disentri, hepatitis, TBC menular, penyakit kulit menular, ataupun 

membawa bibit-bibit penyakit tersebut 
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g. Pekerja yang menangani karkas harusmemiliki surat keterangan kesehatan 

yang menjelaskan bahwa orang yangbersangkutan dapat bekerja di bagian 

penanganan daging
60

 

h. Pekerja harus menghindari berperilaku kerja yang buruk seperti 

meludah,makan, bersin atau batuk dihadapan produk, memasukan jari ke 

dalam mulut,menggigit kuku atau menjilati tangan, menyandari atau 

menduduki peralatan, danmenyentuh anggota badan saat bekerja 

i. Berperilaku dan bekerja sesuai aturan dan  

j. Seluruh pekerja RPH harus mendapatkan pelatihan tentang 

higienispersonal dan mutu. 

Sastraprawira
61

menjelaskan persyaratan higienis pekerja 

sebagaiberikut:  

a. RPH harus memiliki peraturan untuk semua pekerja dan pengunjung. agar 

pelaksanaan sanitasi dan higienis rumah pemotongan hewan dan higienis 

tetap terjaga baik 

b. setiap pekerja harus sehat dan diperiksa kesehatannya secararutin satu kali 

dalam satu tahun  

c. setiap pekerja harus mendapat pelatihan yangberkesinambungan tentang 

higienis mutu 

d. daerah kotor atau daerah bersih hanya diperkenankan dimasuki oleh 

pekerja yang bekerja dimasing-masingtempat tersebut, dokter hewan dan 

petugas periksa yang berwenang 

                                                             
60

Jennie, Op.cit., h.20  
61

Sastraprawira, Op.cit., h.23 



43 

 

e. Orang lain misalnya tamu yang hendak memasuki bangunan utama rumah 

pemotonganhewan harus mendapat ijin dari pengelola dan pengikuti 

peraturan yang berlaku. 

4. Hasil Pemotongan 

Daging merupakan hasil dari kegiatan pemotongan ternak. Menurut 

Crossdan Overby 
62

, daging adalah bagian dari ternak termasuk babi 

yangdisembelih atau dibunuh dan lazim dimakan manusia, baik yang 

diawetkanataupun tidak. Daging sapi hasil pemotongan terdiri atas jaringan 

otot, yaknijaringan otot rangka, jaringan otot jantung, dan jaringan otot halus. 

Jaringan ototrangka merupakan jaringan otot yang menempel secara langsung 

atau tidaklangsung pada tulang, yang menimbulkan suatu gerakan dan 

memberikan bentukpada tubuh. Secara ekonomis, jaringan otot rangka 

merupakan bagian terpentingdan utama dari karkas sapi.Daging hasil 

pemotongan menurut Bahar
63

terdiri dari air, protein,lemak, karbohidrat, 

mineral dan vitamin. Kandungan air daging segar hasilpemotongan sekitar 65-

85%
64

. Kandungan air dagingsegar ini dipengaruhi oleh berbagai perlakuan 

termasuk pemanasan dan pemberianzat-zat aditif lainnya. Daging hasil 

pemotongan merupakan bahan pangan yang digemarikonsumen. Alasan yang 

mendasari adalah tingginya kandungan protein daging,yakni sekitar 16-22% 
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65
. Ditambahkannya, protein dagingdiklasifikasikan dalam tiga kelompok, 

yakni miofibril, stroma, dan sarkoplasma.Kesempurnaan proses degradasi 

protein miofibril tergantung diaging atautidaknya daging pada temperatur dan 

dalam jangka waktu tertentu. Prosesdegradasi protein miofibril tersebut 

dibantu oleh enzim proteolitik yangberkontribusi pada keempukan daging 

pada saat pengolahan
66

.Daging hasil pemotongan sapi juga mengandung 

lemak dengan komposisisebesar 1,3-13%. Kemudian karbohidrat yang 

jumlahnya cukup kecil, yaknisekitar 0,5-1,3%. Menurut Cross dan Overby 
67

, 

kandungan karbohidratdalam tubuh hewan disimpan dalam bentuk glikogen 

atau gula otot. Selanjutnya,glikogen akan dimetabolisme menjadi glukosa dan 

glukosa sendiri akandimetabolisme lebih lanjut menjadi asam laktat. Asam 

laktat akan memengaruhibesar kecilnya pH daging. Lalu, Ph daging akan 

memengaruhi warna daging, dayaikat air, dan keempukan daging. pH daging 

normal menurut Lawrie
68

adalah 5,6.Nutrisi daging lainnya menurut Lawrie
69

 

adalah mineral dan vitamindengan kisaran total 1%. Daging merupakan 

sumber vitamin seperti vitamin Bkompleks (B1, B2, B6, B12, Niacin). 

Vitamin B12 sendiri berfungsi untukpembentukan sel darah merah dan sistem 

fungsional saraf, sedangkan mineralyang terdapat pada daging adalah besi 

(Fe) dan zinc (Zn). 
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B. Beschikking 

Beschikking adalah salah satu bentuk kegiatan pemerintah dalam 

menjalankan peranannya yang tergolong dalam perbuatan hukum pemerintah 

(Rechtshandelingen). Suatu perbuatan hukum public yang bersegi satu yang 

dilakukan oleh alat alat pemerintahan berdasarkan suatu kekuasaan istimewa 

(Utrecht), atau suatu tindakan hukum sepihak dalam lapangan pemerintahan yang 

dilakukan oleh alat pemerintahan berdasarkan wewenang yang ada pada organ 

tersebut.
70

 

BeschikkingRumah Potong Hewan (RPH)merupakanhukum pemerintah 

dalam hal rumah potong hewan telah banyak diatur dalam perundang-undangan. 

Pembangunan peternakan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, 

masyarakat dan swasta. Pemerintah menyelenggarakan pengaturan, pembinaan, 

pengendalian dan pengawasan terhadap ketersediaan produk peternakan yang 

cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, bergizi, beragam dan merata. 

Pemerintah daerah di Kota Pekanbaru mendirikan Rumah Potong Hewan (RPH) 

sebagai bagian dari retribusi yang diambil dari masyarakat. Kebijakan publik 

sesuai apa yang dikemukakan oleh Dunn
71

 mengisyaratkan adanya pilihan-pilihan 

kolektif yang saling bergantung satu dengan yang lainnya, dimana didalamnya 

keputusan-keputusan untuk melakukan tindakan. Kebijakan publik yang dimaksud 

dibuat oleh badan atau kantor pemerintah. Suatu kebijakan apabila telah dibuat, 

maka harus diimplementasikan untuk dilaksanakan oleh unit-unit administrasi 
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yang memobilisasikan sumber daya finansial dan manusia, serta dievaluasikan 

agar dapat dijadikan sebagai mekanisme pengawasan terhadap kebijakan tersebut 

sesuai dengan tujuan kebijakan itu sendiri. Evaluasi dilakukan karena tidak semua 

program kebijakan publik mencapai hasil sesuai dengan apa yang sudah 

direncanakan.
72

 lebih lanjut mengemukakan bahwa informasi yang dihasilkan dari 

evaluasi merupakan nilai (values) yang antara lain berkenaan dengan: 

1. Efisiensi (efficiency), yakni perbandingan antara hasil dengan biaya, atau 

(hasil/biaya) 

2. Keuntungan (profitability), yaitu selisih antara hasil dengan biaya atau 

(hasil/biaya). 

3. Efektifitas(effectiveness), yakni penilaian pada hasil, tanpa memperhitungkan 

biaya 

4. Keadilan (equity), yakni keseimbangan (proporsional) dalam pembagian hasil 

(manfaat) dan/atau biaya (pengorbanan). 

5. Detriments, yakni indikator negatif dalam bidang sosial seperti kriminal dan 

sebagainya 

Berdasarkan pola pengelolaannya, usaha pemotongan hewan dan/atau 

penanganan daging dibedakan menjadi 3 (tiga) jenis:
73

 

1. Kategori I : RPH, RPU dan/atau UPD milik pemerintah daerah yang dikelola 

oleh pemerintah daerah dan sebagai jasa pelayanan umum  

2. Kategori I : RPH, RPU dan/atau UPD milik pemerintah daerah yang dikelola 

oleh pemerintah daerah dan sebagai jasa pelayanan umum  
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3. Kategori III : RPH, RPU dan/atau UPD milik pemerintah daerah yang dikelola 

bersama antara pemerintah daerah dan swasta.  

RPH dengan pola pengelolaan Kategori II dan Kategori III selain 

menyelenggarakan kegiatan pemotongan ternak milik sendiri harus memberikan 

jasa pelayanan pemotongan dan/atau penanganan daging bagi masyarakat yang 

membutuhkan. Rumah potong hewan (RPH) Kota Pekanbaru merupakan salah 

satu tempat pemotongan ternak yang sistem pengolahannya berada langsung 

dibawah dinas Pertanian Kota Pekanbaru. Rumah Pemotongan Hewan merupakan 

salah satu unit usaha yang sangat penting dalam menjaga kehalalan pangan yang 

beredar dimasyarakat. 

Adapun beschikking rumah potong hewan terkandung dalam Undang 

Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan Dan 

Kesehatan Hewan Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Presiden Republik 

Indonesia.
74

 

 

C. Retribusi 

Pengertian Retribusi menurut UU Nomor 5 tahun 2012 tentang Retribusi 

Rumah Potong Hewan (RPH) menyebutkan retribusi RPH adalah pelayanan 

penyediaan fasilitas rumah potong hewan ternak termasuk fasilitas pelayanan 

pemeriksaan hewan sebelum dan sesudah dipotong yang disediakan, dimiliki 

dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah.
75

Retribusi menurut UU no. 28 tahun 
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2009 adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin 

tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk 

kepentingan pribadi atau badan. Retribusi Daerah menurut Mardiasmo merupakan 

Pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang 

khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan 

orang pribadi atau badan.
76

 

Retribusi Daerah merupakan salah satu elemen penting dalam menunjang 

Pendapatan AsliDaerah karena mampu memberikan kontribusi yang cukup besar 

untuk kelangsungan Pemerintah Daerah. Untuk mengakomodir kepentingan 

masyarakat akan kebutuhan ternak bagi sumber pangan, pemerintah mendirikan 

Rumah Potong Hewan (RPH) untuk memenuhi kebutuhan gizi dari sektor ternak 

sekaligus memberikan retribusi daerah. Dengan nama Retribusi Rumah Potong 

Hewan dipungut retribusi atas jasa pelayanan kegiatan pemotongan hewan di 

rumah potong hewan atau tempat pemotongan hewan oleh orang pribadi atau 

badan. Objek retribusi rumah potong hewan adalah pelayanan penyediaan fasilitas 

rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan 

hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau 

dikelola oleh Pemerintah Daerah. Dikecualikan dari objek retribusi pelayanan 

penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak yang disediakan, dimiliki, 

dan/atau dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik 

Daerah (BUMD) dan pihak swasta. Wajib retribusi rumah potong hewan adalah 

orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundangundangan 
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retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi rumah potong hewan, 

termasuk pemungut atau pemotong retribusi rumah potong hewan. Tingkat 

penggunaan jasa retribusi rumah potong hewan diukur berdasarkan fasilitas rumah 

potong hewan dan jenis hewan potong. Prinsip dan sasaran dalam penetapan 

struktur dan besarnya tarif retribusi rumah potong hewan untuk biaya 

administrasi, biaya pembangunan rumah potong hewan/tempat pemotongan 

hewan, biaya pemeriksaan hewan, biaya pemotongan hewan, biaya perawatan 

hasil hewan potong dan biaya kebersihan. 

Subjek retribusi daerah menurut Mardiasmo,
77

 subjek Retribusi Daerah 

adalah sebagai berikut: 

1. Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau badan yang 

menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan. 

2. Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau badan yang 

menggunakan/menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan. 

3. Retribusi Perizinan Tertentu adalah orang pribadi atau badan yang 

memperoleh izin tertentu dari Pemerintah Dearah. 

Adapun ciri-ciri retribusi yaitu, pelaksanaan bersifat ekonomis, ada 

imbalan langsung kepada yang membayar retribusi, iurannya memenuhi 

persyaratan yaitu persyaratan formal dan material, retribusi Daerah merupakan 

pungutan yang umumnya budgetairnya tidak menonjol, dalam hal-hal tertentu, 

tetapi dalam banyak hal tidak lebih dari pengembalian biaya yang telah dibukakan 

oleh pemerintah daerah untuk memenuhi permintaan masyarakat.
78
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Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi 

Rumah Potong Hewan besarnya tarif Retribusi pada ayat (2) ditetapkan dengan 

ketentuan sebagai berikut :
79

 

a. Pemeriksaan Ante / Post Mortem dan biaya pemotongan Sapi dengan tarif Rp. 

49.000,-/ekor. 

b. Transportasi daging ke pasar dengan menggunakan fasilitas RPH mempunyai 

tarif sebesar Rp. 500,-/kg. 

c. Pelayanan kandang penitipan Sapi memiliki tarif sebesar Rp. 1.000,-/ekor hari. 

d. Karentina ternak sapi sebelum dipotong dengan Rp. 1.000,/ekor/hari. 

e. Pelayanan pemeriksaan dan pemotongan darurat sapi / hari besar agama 

mempunyai tarif sebesar Rp. 20.000,-/ekor. 

f. Pelayanan pemeriksaan ulang kesehatan daging sapi dengan tarif Rp. 

1.000,/kg/hari. 

Hasil retribusi harus disetor ke Kas Daerah. RPH Sapi/Kerbau 

mendapatkan sertifikat kehalalan dari MUI Kota Pekanbaru dengan nomor 

05020000550607 dan Sertifikat NKV (Nomor Kontrol Veteriner ) dari Dinas 

Peternakan Provinsi Riau Nomor : RPH 1471007-009.
80

 

 

D. Sapi Betina Produktif  

Sapi betina produktif adalah sapi yang melahirkan kurang dari 5 (lima) 

kali atau berumur dibawah 8 (delapan) tahun, atau sapi betina yang berdasarkan 

hasil pemeriksaan reproduksi dokter hewan atau petugas teknis yang ditunjuk di 
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bawah pengawasan dokter hewan dan dinyatakan memiliki organ reproduksi 

normal serta dapat berfungsi optimal sebagai sapi induk
81

. Memelihara sapi betina 

produktif akan meningkatkan kelahiran dan populasi sapi potong. Memelihara 

sapi betina produktif bisa memberi keuntungan lebih kepada para peternak 

diantaranya adalah dapat mengembangkan peternakan dengan menghasilkan anak 

sapi dan memperoleh susu untuk dikonsumsi dan dijual
82

. 

Sapi betina produktif yang belum bunting, selanjutnya di IB sampai terjadi 

kebuntingan. Setelah ternak sapi betina produktif tersebut bunting 3-5 bulan, sapi 

tersebut dijual kepada kelompok lain atau masyarakat yang memerlukan untuk 

dibudidayakan lebih lanjut. Dijelaskan lebih lanjut bahwa tumbuhnya kesadaran 

kelompk peternak dalam penyelamatan sapi betina produktif sebagai sumber 

produksi anakan dalam wadah kelompok usaha, akan mampu mendorong tumbuh 

dan berkembangnya unit pembibitan sapi potong dan unit usaha penggemukan 

(fattening). 

 

E. Alasan Pemotongan Sapi Betina Produktif  

Sampai saat ini, berbagai upaya kebijakan telah ditempuh pemerintah (pusat 

dan daerah) untuk penyelamatan sapi betina produktif, baik secara makro 

(kebijakan pelarangan pemotongan dan pembatasan pengeluaran sapi betina 

produktif) maupun secara mikro (kebijakan pemberian dana insentif pada 

peternak), namun pemotongan sapi betina produktif di RPH dan perdagangan sapi 

betina produktif antar pulau dan pasar hewan di wilayah sentra produksi masih 

terus berlangsung dan bahkan sulit untuk dikendalikan. Pemotongan sapi betina 
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produktif sering dilakukan salah satunya dikarenakan jumlah pasokan daging sapi 

betina lebih besar dibandingkan dengan jumlah populasi sapi jantan.Penyebab 

utama penurunan populasi sapi potong adalah seringnya terjadi kasus pemotongan 

sapi betina yang masih produktif di RPH, dan jumlah pemotongan sapi betina 

produktif tersebut sudah melampaui ambang batas keamanan dalam kelestarian 

dan pengembangan populasinya. Selanjutnya, ditemukan bahwa penyebab dari 

pemotongan sapi betina produktif adalah karena banyak RPH hanya berorientasi 

keuntungan, dan alasan utama jagal memotong sapi betina produktif adalah sulit 

mencari sapi kecil untuk dipotong, sapi jantan sudah diantar pulaukan, tidak 

paham kalau memmotong sapi produktif melanggar undang-undang, harga sapi 

betina lebih murah dibanding sapi jantan tetapi harga dagingnya sama. Penelitian 

lainnya yang dilakukan oleh Bambang Soejosopoetra pada tahun 2011
83

 di RPH 

Malang juga menyebutkan bahwa pemotongan sapi betina produktif disebabkan 

oleh rendahnya tingkta kelahiran sapi yang tidak mampu mengimbangi 

pemotongan sapi yang dilakukan. Kemungkinan lain terjadinya pemotongan sapi 

betina produktif adalah : 

1. Atas dasar permintaan pemotongan sapi betina yang lebih muda 

2. Penjualan sapi betina produktif oleh peternak di pedesaan karena untuk 

mencukupi kebutuhan pokoksehari-hari keluarganya karena tidak mempunyai 

uang cash. Imbangan jumlah pemotongan dengan populasi tidak melampau 

batas toleransi yaitu sebesar 12%. Apabila persentase pemotongan melebih 

batas toleransi, maka akan mengganggu suplai sapi potong dan upaya 

peningkatan populasi sapi potong. 
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F. Pelarangan Pemotongan Sapi Betina Produktif Di Rumah Potong Hewan  

Pelarangan pemotonga sapi betina produktif pada RPH telah diatur dalam 

sebuah peraturan, seperti halnya di kota Pekanbaru pelarangan pemotigan sapi 

betina produktif di RPH telah diatur dalam peraturan daerah Kota Pekanbaru No 5 

tahun 2012. Sapi betina produktif merupakan sapi yang melahirkan kurang dari 5 

(lima) kali atau berumur dibawah 8 (delapan) tahun, atau sapi betina yang 

berdasarkan hasil pemeriksaan reproduksi dokter hewan atau petugas teknis yang 

ditunjuk dibawah pengawasan dokter hewan dan dinyatakan memiliki organ 

reproduksi normal serta dapat berfungsi optimal sebagai sapi induk.
84

 Sapi yang 

menderita sakit adalah sapi yang kondisinya sedang tidak normal yang dapat 

diakibatkan oleh banyak faktor seperti virus. Pemotongan sapi betina merupakan 

hal yang sangat memprihatinkan didalam sektor peternakan khususnya peternakan 

sapi potong, dimana sapi betina merupakan asset yang seharusnya dijaga agar 

dapat tetap bereproduksi sehingga mencukupi kebutuhan pangan hewani di 

Indonesia. Angka  pemotongan sapi betina produktif tiap tahun cukup 

tinggiBerdasarkan data ISIKHNAS, dalam tiga tahun terakhir pemotongan sapi 

betina produktif lebih dari 22.000 ekor pertahun.
85

 

Larangan pemotongan sapi betina produktif / sapi yang menderita sakit di 

Kota Pekanbaru telah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 

Tahun 2012 tercantum dalam pasal 10 yaitu apabila dalam pemeriksaan dimaksud 

dalam pasal 9 ayat (3), ternyata hewan tersebut menderita sakit atau dalam 

keadaan bunting dan atau masih produktif, petugas ahli harus menolak hewan 

tersebut untuk di potong.  
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BAB V  

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas dapat disimpulkan 

sebagai berikut: 

1. Pelarangan pemotongan sapi betina produktif di Rumah Potong Hewan 

(RPH) berdasarkan peraturan daerah kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2018 

perubahan atas peraturan Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Retribusi Rumah 

Potong Hewan (RPH) Di Kecamatan Tampan kota Pekanbaru terlaksana 

dengan baik. Hal ini dapat terlihat perubahan yang baik dari tahun 2017 

pada tahun 2018.  Terdapat 582 ekor pemotongan sapi betina produktif 

pada tahun 2017 sementara pada tahun 2018 112 pemotongan sapi betina 

produktif, dan pada tahun 2017 ada 15 ekor penolakan pihak RPH 

terhadap pemotongan sapi betina produktif sementara pada tahun 2018 

hanya 5 ekor penolakan hal ini berarti masyrakat terutama pemilik ternak 

sapi sudah menyadari akan peraturan yang telah ditetapkan oleh 

pemerintah begitu juga dengan pihak RPH yang berusaha melaksanakan 

peraturan pemerintah dengan baik dan benar. 

2. Dampak dari pemotongan sapi betina produktif adalah akan menekan 

populasi sapi dan pelaku akan mendapati tindak pidana 
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B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang diperoleh agar 

peraturan pemerintah daerah kota Pekanbaru yang mengatur mengenai 

pelarangan pemotongan sapi betina produktif di RPH kota Pekanbaru yang 

tercantum dalam peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 perubahan atas 

peraturan daerah Nomor 5 Tahun 2012 terlaksana dengan baik, maka peneliti 

memberikan saran sebagai berikut: 

1. Pemerintah daerah harus lebih mensosialisasikan pada masyarakat terkait 

peraturan mengenai pelarangan pemotongan sapi betina produktif agar 

masyarakat terutama pemilik ternak sapi memahami secara baik mengenai 

peraturan yang berlaku, sehingga tidak ada lagi yang ingin memotong sapi 

betina produktif. 

2. Pihak RPH bekerja sama dengan pemerintah daerah agar 

mensosialisasikan dampak dari pemotongan sapi betina produktif.  
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DAFTAR DATA PRIMER 

No Rumusan Masalah Data Primer 

1 Bagaimana Pelaksanaan 

Peraturan Daerah Kota 

Pekanbaru Nomor 8 Tahun 

2018 perubahan atas peraturan 

daerah Nomor 5 Tahun 2012 

Pasal 10 tentang pelarangan 

pemotongan sapi betina 

produktif di RPH Tampan Kota 

Pekanbaru 

 

 Wawancara dengan Bapak Haryadi Petugas 

Kordinator Retribusi, (wawancara), 17 Juli 

2019 

a. Dialokasikan kemanakah tarif dari retribusi 

yang diberlakukan? (60) 

b. Bagaimana tanggapan masyarakat 

pengguna jasa RPH terhadap tarif retribusi? 

(60) 

 Wawancara dengan Ibu Suci, Kasubag RPH 

Kecamatan Tampan (Wawancara), 15 Juli 2019 

a. Apakah semua ternak sapi betina tidak 

boleh dipotong? (60) 

b. Bagaiman dapat diketahui status produktif 

atau tidaknya sapi betina? (60) 

 Wawancara dengan Ibu Maryam, Kasubag RPH 

Kecamatan Tampan, (wawancara), 16 Juli 2019 

a. Apakah semua ternak sapi betina itu 

produktif? (61) 

b. Bagaimana jika banyak ternak betina yang 

dipotong? (61) 

 Wawancara dengan Bapak Mulyadi, salah satu 

pemilik ternak, (wawancara), 18 Juli 2019 

a. Apa penyebab atau faktor pemotongan sapi 

betina produktif bagi pemilik ternak-ternak 

sapi? (61) 

b. Apakah para pemilik ternak mengetahui 

mengenai peraturan daerah tentang 

pelarangan pemotongan sapi betina 

produktif? (61) 

 Wawancara denga Bapak Ahmad Jais, selaku 
koordinator sembelih, (wawancara), 17 Juli 

2019 

a. Apakah pada tahun 2017 ada pemotongan 

sapi betina produktif ? (65) 

b. Jika ada apakah alasan mendasarnya ? (65) 

 Wawancara dengan Bapak Zulfahmi, 
Bendahara penerima UPTD RPH, (wawancara), 

17 Juli 2019 

a. Apakah penyebab penerimaan sapi betina 

untuk dipotong? (65) 

2 Bagaimana dampak 

pemotongan sapi betina 

produktif di RPH Tampan Kota 

Pekanbaru  

 Wawancara dengan Ibu Maryam , (wawancara), 

16 Juli 2019 

a. Apa dampak yang terjadi jika terus 

menerus terjadi pemotongan sapi betina 

produktif? (69) 

b. Bagaimana langkah agar tidak lagi terjadi 

pemotongan sapi betina produktif ? (69) 
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